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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 188.4/02) /BKPSDMD/1/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang
Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di
pandang perlu dilakukan Perubahan Terhadap Indikator Kinerja
Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal
Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);
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19.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1570);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal
Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor
18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal
Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor
3T

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor
148);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal
Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13
Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal
Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024
Nomor 264).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
menjadi acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkal Pinang Nomor 021 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku
terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang
Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
pada tanggal : Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENG HM ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN 2026
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 |Meningkatnya Penataan ASN 1. Persentase ASN yang 82.00%

Sesuai dengan Kebutuhan dan
Kompetensi

Ditempatkan sesuai
dengan Kebutuhan dan
Kompetensi

Pangkalpinang, Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH




